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Perdagangan Orang adalah Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,
pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,
penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,
penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari
orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara
maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Pelaku
perdagangan orang (trafficker) yang dengan cepat berkembang menjadi sindikasi lintas batas
negara, dengan sangat halus menjerat tetapi dengan sangat kejam mengeksploitasinya dengan
berbagai cara sehingga korban menjadi tidak berdaya untuk membebaskan diri. Dalam era
globalisasi ini semakin maraknya kasus dan pemberitaan tentang Perdagangan orang yang
terjadi di Kota Banjarmasin. Perdagangan orang khususnya yang berhubungan dengan wanita,
anak. Salah satu kasus yang terjadi di Kota Banjarmasin yaitu mengeskploitasi orang dan
pekerja seks komersial. Mucikari adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan
pemilik pekerja seks komersial. Mereka membangun kedekatan dengan korban termasuk
beberapa yang merupakan teman atau pacar, dengan menggunakan teknik memaksa ‘“‘anak-
anak didiknya” agar tetap patuh bekerja. Korban mucikari seringkali dipaksa untuk melakukan
transaksi secara tertutup dan tidak transparan, seperti melakukan persetujusn di kafe dan tempat
hiburan malam maupun lewat media sosial agar tidak nampaknya layaknya mucikari. Mereka
juga dapat dipaksa untuk melakukan pekerjaan seksual dengan tarif yang ditentukan oleh
mucikari dan pengguna jasa seks, korban mucikari dapat menjadi korban perdagangan manusia
dan penggunaan jasa seks yang memakai mereka untuk tujuan seksual. Ditinjau dari Undang-
Undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, Maka dengan disahkannya
Undang-Undang No.21 Tahun 2007, dirasakan sangat tepat untuk menangani kasus
perdagangan orang. Pemerintah ini bertanggung jawab untuk merencanakan kasus
perdagangan orang terutama korban mucikari di Kota Banjarmasin agar kejadian tidak terulang
kembali.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap
korban mucikari dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota
Banjarmasin. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu menggunakan fakta-
fakta lapangan berdasarkan ciri-ciri manusia dengan acuan berupa norma hukum positif atau
yang berlaku dimasyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan gambaran
terhadap objek yang diteliti, dengan pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan historis,
dan pendekatan konseptual.

Perlindungan hukum terhadap korban mucikari dalam Undang-Undang Tindak Pidana
Perdagangan Orang di Kota Banjarmasin masih terbatas. Korban mucikari masih mengalami
kesulitan dalam mendapatkan perlindungan hukum yang efektif. Pihak terkait, seperti polisi

iX



dan pengadilan, masih belum memberikan perlindungan hukum yang lebih baik kepada korban
mucikari. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban,
disebutkan korban kejahatan secara umum khusus untuk korban tindak pidana perdagangan
orang, berarti perlindungan hukum didalam Undang-Undang ini di peruntukan untuk semua
jenis kejahatan bukan hanya untuk korban tindak pidana perdagangan orang secara khusus.
Maka dengan disahkannya Undang-Undang No.21 Tahun 2007, dirasakan sangat tepat untuk
menangani kasus perdagangan orang (trafiking). Selain itu, UU ini juga memberikan perhatian
yang besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam
berbagai macam bentuk-bentuk perlindungan hukum, diantaranya : hak restitusi, rehabilitasi
dan lain-lain. Perlindungan hukum bagi korban yang menjadi korban perdagangan orang
lain-lain. Perlindungan hukum bagi korban yang menjadi korban perdagangan orang sangatlah
penting, maka dilakukan berbagai upaya agar mereka mendapatkan hak untuk menjadi manusia
yang bermanfaat sebelum kembali ke tengah- tengah masyarakat. Serta upaya pemberdayaan
secara ekonomi dan pendidikan agar korban tidak terjebak kembali dalam perdagangan orang.

Dasar pertimbangan perlunya Undang-Undang yang mengatur perlindungan korban kejahatan
dan saksi untuk segera disusun dengan jelas dapat dilihat pada bagian menimbang dari Undang-
Undang No.13 Tahun 2006, yang antara lain menyebutkan ’Penegak hukum sering mengalami
kesukaran dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh
pelaku karena tidak dapat menhadirkan saksi dan/ atau korban disebabkan adanya ancaman,
baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu”. Pada saat saksi dan/atau korban akan memberikan
keterangan, tentunya harus disertai jaminan bahwa yang bersangkutan terbebas dari rasa takut
sebelum, pada saat dan setelah memberikan kesaksian. Hal ini yang menjadi tujuan dari
Undang-Undang No. 13 Tahun 2006. Dalam Undang- Undang ini, juga diatur adanya Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban atau yang dapat disingkat dengan LPSK yaitu lembaga yang
bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/
atau korban. Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban perdagangan orang (korban
mucikari) secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung dapat berupa gentian kerugian
baik dalam bentuk restitusi maupun kompensasi, dan hak-hak korban lainnya seperti
kerahasiaan identitas, mengetahui proses dan jalannya perkembangan perkara yang ia jalani,
menerima perlindungan diri baik sebelum dan sesudah proses pemeriksaan, tempat tinggal
sementara sehingga perkaranya selesai, rehabilitasi kesehatan fisik dan prikis korban, nasihat
hukum dan pendampingan kepada korban. Perlindungan hukum secara tidak langsung berupa
perlindungan yang diberikan kepada korban dan calon korban karena terdapat dalam Undang-
Undang mengenai perdagangan orang untuk memberikan penjara minimal 3 tahun dan
maksimal 15 tahun atau denda minimal Rp. 120.000.000,. dan maksimal Rp. 600.000.000,.
Hukuman yang dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 tahun 2007 tersebut juga dapat diterapkan
kepada siapa saja yang melakukan perbuatan sehingga menimbulkan tereksploitasinya individu
lain .
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ABSTRAK

Kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang mengakselerasi terjadinya
globalisasi, juga dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menyelubungi perbudakan dan
penghambaan itu ke dalam bentuknya yang baru yaitu perdagangan orang (human trafficking),
yang beroperasi secara tertutup dan bergerak di luar hukum. Pelaku perdagangan orang
(trafficker) yang dengan cepat berkembang menjadi sindikasi lintas batas negara, dengan sangat
halus menjerat tetapi dengan sangat kejam mengeksploitasinya dengan berbagai cara sehingga
korban menjadi tidak berdaya untuk membebaskan diri. maupun hal kegiatan industri seksual
telah menjadi perhatian publik apalagi dikalangan pengguna media sosial. Perlindungan korban
dalam kasus perdagangan orang adalah melalui putusan pengadilan, dengan pemahaman
masyarakat mengenai semakin tinggi hukuman pidana yang diterima pelaku maka korban
dianggap telah mendapatkan perlindungan hukum, dengan tujuan dari apa yang didapat oleh
pelaku perdagangan orang maka tidak akan ada lagi perdagangan orang dimasa yang akan
datang. Tetapi hal tersebut sama saja dengan hasil yang terdapat dalam kehidupan saat ini
semakin lama semakin bertambah jumlah perdagangan orang, walau sudah dijatuhkan hukuman
yang berat bagi pelaku. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan bagaimana
perlindungan hukum terhadap korban mucikari dalam Undang- Undang Tindak Pidana
Perdagangan Orang di Kota Banjarmasin. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris,
yaitu menggunakan fakta-fakta lapangan berdasarkan ciri-ciri manusia dengan acuan berupa
norma hukum positif atau yang berlaku dimasyarakat.

Kata Kunci (keyword): Perdagangan Orang, Korban, Perlindungan Hukum
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